BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Menyimak hasil pembahasan diatas, peneiti mengemukakan
kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Matarawa telah melibatkan masyarakat dalam setiap
perencanaan perancangan APBDesa maupun kegiatan lainnya. Hal ini
sesuai dengan Indikator Partisipatif Pemendagri No. 20 Tahun 2018
yaitu : (1) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa di sampaikan
kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam
musyawarah; (2) masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemerintah
Desa serta adanya juga anggaran dalam upaya penanggulangan
Kemiskinan di dalam lingkungan Masyarakat.

2. Program pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Pengelolaan Dana Desa
dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan
disiplin anggaran. Dana Desa yang ada Desa Matarawa telah dikelola
sesuai Pemendagri No. 20 Tahun 2018. Disamping itu pemerintah desa
matarawa dalam kegiatan mengelola dan menggerakkan sumberdaya
manusia dan Dana Desa sudah didirumuskan dalam perencanaan
sesuai dengan jadwal (waktu) yang ditentukkan yang meliputi: a)

Pemerintah Desa bertanggung jawab melaksanakan program kegiatan.



b) Pemerintah Desa yang dibantu oleh dusun, mengumpulkan Dana
(pendapatan) untuk membiayai pengeluaran. c), Pemerintah Desa
mengalokasikan Dana untuk membiayai pelaksanaan Kegiatan. d),
Kepala Desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya
kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Serta, e),
Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana, dan ikut berpartisipasi
mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

. Pengelolaan keuangan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi, perencanaan, penggangaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungJawaban dan pengawasan pengelolaan keuangan Dana
Desa telah dilakukan oleh pemerintah Desa Matarawa Pemerintah Desa
Matarawa dalam tahap perencanaan Dana desa secara teknis telah
sesuai indikator Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu (1) Perencanaan
pengelolaan keuangan desa di anggarkan dalam APBDesa; (2)
Penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun
berkenaan. Hal tersebut didukung dengan adanya rancangan
APBDesa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Matarawa secara
teknis telah berpedoman pada Pemendagri No. 20 Tahun 2018, hal
tersebut terlihat dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa
dilaksanakan melalui rekening kas desa yang dicairkan melalui cek.

. Realisasi pemanfaatan Dana Desa Dalam Pencapaian arah dan

kebijakan dalam pembangunan Desa Masih belum mampu memberikan



dampak yang signifikan terhadap peningkatan status Desa. Perlu upaya
ekstra dari pemerintah untuk memaksimalkan hal tersebut. Diantaranya
adalah dengan memanfaatkan berbagai potensi lainnya selain Dana
Desa atau juga dapat berfokus pada satu aspek yang dapat dijadikan

sebagai keunggulan Desa.

5.2. Saran

1. Kepada pemerintah Desa di Kecamatan Watopute Khususnya Desa
Matarawa agar menciptakan sektor unggulan baru yang berpotensi pada
masing-masing desa, yang dimana selama ini dana kegiatan desa hampir
sebagian besar dilaksanakan dari pemberian DD dalam perbaikan
pendapatan masyarakat desa sehingga meningkatkan kesejateraan
masyarakat serta lebih meningkatkan swadaya desa dalam menunjang
Pembangunan Desa .

2. Kepada pemerintah Desa agar lebih mempertanggungjawabkan apa yang
direncanakan pada DD untuk kebutuhan Desa. Sehingga apa yang
direncanakan bisa berjalan sesuai keinginan dan tidak menimbulkan
perselisihan pendapat dengan masyarakat setempat.

3. Kepada Pemerintah Desa diharapkan dapat terus membangun dan
memajukan Desa dengan Pembangunan Sarana dan prasarana yang
berguna pada masyarakat serta dapat mencapai tujuan bedasarkan visi

misi yang direncanakan dan ditetapkan.
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